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Sub Sub PokokPokok BahasanBahasan

WewenangWewenang PembentukanPembentukan
SubstansiSubstansi
ProsedurProsedur PembentukanPembentukan



PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan
yang yang terkaitterkait dengandengan PerdaPerda

UU No. 10 UU No. 10 TahunTahun 2004 2004 tentangtentang
PembentukanPembentukan PeraturanPeraturan PerundangPerundang--
undanganundangan

UU No. 32 UU No. 32 TahunTahun 2004 2004 tentangtentang
PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah



ApakahApakah PerdaPerda? ? 

PeraturanPeraturan daerahdaerah provinsiprovinsi dan/ataudan/atau peraturanperaturan
daerahdaerah kabupaten/kotakabupaten/kota (1.10 UU No. 32/2004)(1.10 UU No. 32/2004)

MateriMateri MuatanMuatan PerdaPerda: : seluruhseluruh materimateri muatanmuatan
dalamdalam rangkarangka penyelenggaraanpenyelenggaraan otonomiotonomi daerahdaerah
dandan tugastugas pembantuanpembantuan dandan menampungmenampung kondisikondisi
khususkhusus daerahdaerah sertaserta penjabaranpenjabaran lebihlebih lanjutlanjut
PeraturanPeraturan PerundangPerundang--UndanganUndangan yang yang lebihlebih
tinggitinggi (12 UU No. 10/2004) (12 UU No. 10/2004) 



WewenangWewenang dalamdalam PembentukanPembentukan
PerdaPerda

KepalaKepala DaerahDaerah (25 UU No. 32 (25 UU No. 32 TahunTahun 2004)2004)
MengajukanMengajukan RaperdaRaperda
MenetapkanMenetapkan PerdaPerda yang yang telahtelah mendapatmendapat
persetujuanpersetujuan bersamabersama DPRD. DPRD. 
MenyusunMenyusun dandan mengajukanmengajukan RaperdaRaperda APBDAPBD

DPRD (44 UU No. 32 DPRD (44 UU No. 32 TahunTahun 2004)2004)
MengajukanMengajukan RaperdaRaperda



BabBab VI VI PerdaPerda dandan PerkadaPerkada
PasalPasal 136136--149 UU No. 32/2004149 UU No. 32/2004

PasalPasal 136136
PerdaPerda dibentukdibentuk dalamdalam rangkarangka otonomiotonomi daerahdaerah
PerdaPerda merupakanmerupakan penjabaranpenjabaran perper--UUUU--an yang an yang 
lebihlebih tinggitinggi ((dengandengan memperhatikanmemperhatikan kharakterkharakter
lokallokal))
PerdaPerda tidaktidak bertentanganbertentangan dengandengan kepentingankepentingan
umumumum dandan peraturanperaturan perper--UUUU--an yang an yang lebihlebih
tinggitinggi..



AsasAsas materimateri pembentukanpembentukan PerdaPerda

1.1. PengayomanPengayoman;;
2.2. KemanusiaanKemanusiaan;;
3.3. KebangsaanKebangsaan;;
4.4. KekeluargaanKekeluargaan;;
5.5. KenusantaraanKenusantaraan;;
6.6. BhinnekaBhinneka TunggalTunggal IkaIka;;
7.7. KeadilanKeadilan;;
8.8. KesamaanKesamaan kedudukankedudukan dalamdalam hukumhukum dandan

pemerintahanpemerintahan;;
9.9. KetertibanKetertiban dandan kepastiankepastian hukumhukum ;;
10.10. KeseimbanganKeseimbangan, , keserasiankeserasian dandan keselarasankeselarasan..



RaperdaRaperda

RaperdaRaperda berasalberasal daridari Bupati/WalikotaBupati/Walikota
RaperdaRaperda berasalberasal daridari DPRDDPRD

BagaimanaBagaimana bilabila dalamdalam satusatu masamasa sidangsidang
terdapatterdapat duadua usulanusulan secarasecara bersamaanbersamaan, , PerdaPerda
manamana yang yang dibahasdibahas??

ApabilaApabila dalamdalam satusatu masamasa sidangsidang terdapatterdapat
RaperdaRaperda berasalberasal daridari DPRD DPRD dandan BupatiBupati, , makamaka ygyg
dibahasdibahas adalahadalah RaperdaRaperda yang yang berasalberasal daridari
DPRD. DPRD. RaperdaRaperda BupatiBupati digunakandigunakan sebagaisebagai bahanbahan
untukuntuk dipersandingkandipersandingkan ((PasalPasal 140 UU 32 140 UU 32 tahuntahun
2004)2004)



HakHak MasyarakatMasyarakat dalamdalam PerdaPerda

ApakahApakah adaada hakhak masyarakatmasyarakat untukuntuk terlibatterlibat
dalamdalam pembentukanpembentukan PerdaPerda? ? ApaApa dasardasar
hukumnyahukumnya? ? 

PasalPasal 53 UU No. 10/2004 53 UU No. 10/2004 jojo. . PasalPasal 139 UU 139 UU 
No. 32/2004No. 32/2004
MasyarakatMasyarakat berhakberhak memberimemberi masukanmasukan
secarasecara lisanlisan maupunmaupun tertulistertulis dalamdalam rangkarangka
penyiapanpenyiapan atauatau pembahasanpembahasan RaperdaRaperda.  .  



PembatalanPembatalan PerdaPerda

SiapaSiapa yang yang berhakberhak membatalkanmembatalkan? ? 
PasalPasal 145 (2) UU 32/2004 145 (2) UU 32/2004 dapatdapat dibatalkandibatalkan
pemerintahpemerintah
PasalPasal 145 (5) UU 32/2004 145 (5) UU 32/2004 BilaBila daerahdaerah
keberatankeberatan, , makamaka dapatdapat diajukandiajukan keke MA MA untukuntuk
dimintakandimintakan putusanputusan
PasalPasal 145 (4) UU 32/2004 145 (4) UU 32/2004 KepalaKepala DaerahDaerah
MemberhentikanMemberhentikan pelaksanaanpelaksanaan PerdaPerda; ; KepalaKepala
DaerahDaerah dandan DPRD DPRD bersamabersama MencabutMencabut PerdaPerda. . 



PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH 
PengawasanPengawasan PreventifPreventif
PengawasanPengawasan RepresifRepresif

ContohContoh PengawasanPengawasan RepresifRepresif
1.1. KepmendagriKepmendagri nomornomor 4 4 tahuntahun 2004 2004 tentangtentang PembatalanPembatalan PerdaPerda KabKab

SerangSerang nomornomor 2 2 tahuntahun 2003 2003 tentangtentang RetribusiRetribusi KegiatanKegiatan UsahaUsaha
PerikananPerikanan dandan KelautanKelautan

2.2. KepmendagriKepmendagri nomornomor 43 43 tahuntahun 2004 2004 tentangtentang PembatalanPembatalan PerdaPerda KabKab
SerangSerang nomornomor 11 11 tahuntahun 2003 2003 tentangtentang RetribusiRetribusi PerpanjanganPerpanjangan izinizin
PenggunaanPenggunaan TenagaTenaga KerjaKerja AsingAsing

3.3. KepmendagriKepmendagri nomornomor 128 128 tahuntahun 2004 2004 tentangtentang PembatalanPembatalan PerdaPerda KabKab
SerangSerang nomornomor 7 7 tahuntahun 2001 2001 tentangtentang RetribusiRetribusi KayuKayu

4.4. KepmendagriKepmendagri nomornomor 129 129 tahuntahun 2004 2004 tentangtentang PembatalanPembatalan PerdaPerda KabKab
SerangSerang nomornomor 8 8 tahuntahun 2001 2001 tentangtentang RetribusiRetribusi PemeriksanPemeriksan HewanHewan
TernakTernak, , HasilHasil ternakternak dandan HasilHasil IkutannyaIkutannya..



PengaruhPengaruh dalamdalam EfektifitasEfektifitas PerdaPerda

1.1. SDM (SDM (Legal DrafterLegal Drafter))
2.2. ProsedurProsedur PenyusunanPenyusunan
3.3. TeknikTeknik PenyusunanPenyusunan MateriMateri
4.4. KekacauanKekacauan PenggunaanPenggunaan BahasaBahasa

PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan



““PerdaPerda BermasalahBermasalah””

ApakahApakah memilikimemiliki perspektif/pendekatanperspektif/pendekatan
hakhak asasiasasi manusiamanusia? ? 
ContohContoh: : PerdaPerda DKI No. 8 DKI No. 8 TahunTahun 2007 2007 
tentangtentang KetertibanKetertiban UmumUmum
ApakahApakah suatusuatu PerdaPerda mendiskriminasikanmendiskriminasikan
kelompokkelompok tertentutertentu ((suku/etniksuku/etnik, gender, , gender, 
agama, agama, politikpolitik, , dlldll.)? .)? 
ContohContoh: : PerdaPerda berlandaskanberlandaskan agama agama 
tertentutertentu



Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 
Tahun 2004 tentangTahun 2004 tentang
Pemberantasan PelacuranPemberantasan Pelacuran

Pasal 8Pasal 8

(1)    Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang da(1)    Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dann
atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan 
syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa 
menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnyamenerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya

(2)    Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah :(2)    Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah :
a.       homoseksa.       homoseks
b.       lesbianb.       lesbian
c.       sodomic.       sodomi
d.       pelecehan seksual; dand.       pelecehan seksual; dan
e.       e.       perbuatan porno lainnyaperbuatan porno lainnya



Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 
06 Tahun 2003 tentang pandai Baca Al06 Tahun 2003 tentang pandai Baca Al--Qur'an Qur'an 

Bagi Siswa dan Calon Pengantin Dalam Kabupaten Bagi Siswa dan Calon Pengantin Dalam Kabupaten 
BulukumbaBulukumba

Pasal 3Pasal 3
(1)    Setiap Siswa SD, SLTP dan siswa SLTA yang akan menamatkan(1)    Setiap Siswa SD, SLTP dan siswa SLTA yang akan menamatkan

jenjang pendidikan wajib pandai baca Aljenjang pendidikan wajib pandai baca Al--Qur'an dengan baik dan Qur'an dengan baik dan 
benar. benar. 

Pasal 6Pasal 6
(1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan 

pernikahan wajib mampu membaca Al'Quran dengan baik dan benarpernikahan wajib mampu membaca Al'Quran dengan baik dan benar



Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 
10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat

Bagian Ketiga:Bagian Ketiga:
Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan SeksPencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

Pasal 6Pasal 6
(1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian (1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian 

atau berada di luar rumah tanpa ditemani atau berada di luar rumah tanpa ditemani 
muhrimnya pada selang waktu pukul 24.00 muhrimnya pada selang waktu pukul 24.00 
sampai dengan pukul 04.00 kecuali dengan sampai dengan pukul 04.00 kecuali dengan 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan……
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